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ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas termasuk
sebuah tindakan diskriminasi yang berlapis karena mengakibatkan diskriminasi atas
gendernya sebagai seorang perempuan dan diskriminasi atas kondisinya sebagai
seorang penyandang disabilitas. Beberapa undang-undang yang digunakan sebagai
dasar atas penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan
penyandang disabilitas yaitu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun telah terdapat beberapa
undang-undang yang digunakan sebagai dasar penindakan hukum kasus kekerasan
seksual dengan korban disabilitas, namun dalam implementasinya masih terdapat
kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas yang tidak terselesaikan. Dengan
demikian, penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait kebijakan hukum
kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas serta penindakan
hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas
di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara
dengan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta, dan Balai Rehabilitasi Terpadu
Penyandang Disabilitas Pundong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka didapatkan
kesimpulan bahwa penyebab penindakan hukum kasus tindak pidana kekerasan
seksual dengan korban perempuan disabilitas di Yogyakarta tidak sampai di
pengadilan yakni, Pertama, adanya proses rantai hukum yang terputus di
kepolisian. Hal tersebut dilihat dari kurang maksimalnya penindakan hukum yang
dilakukan oleh Polresta Yogyakarta. Kondisi ini dikarenakan kurangnya
pemahaman yang dimiliki oleh kepolisian mengenai korban yang merupakan
penyandang disabilitas. Polresta juga tidak memiliki metode atau cara khusus yang
dilakukan guna melakukan penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi
dengan korban perempuan penyandang disabilitas. Kedua, dari faktor masyarakat
yang menganggap bahwa proses hukum merupakan proses yang lama dan berlarut-
larut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus ke ranah
hukum. Hal tersebut semakin mempersulit adanya penindakan hukum yang
dilakukan Polresta Yogyakarta.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Penindakan Hukum



ABSTRACT

Sexual violence against women with disabilities constitutes a layered form
of discrimination, as it results in discrimination based on their gender as women
and discrimination based on their condition as individuals with disabilities. Some
of the laws used as the basis for legal action in cases of sexual violence against
women with disabilities include the 1945 Constitution, the Indonesian Criminal
Code, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law
Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Although several
laws serve as the legal basis for prosecuting cases of sexual violence against
disabled victims, there are still instances where such cases remain unresolved in
their implementation. Therefore, this research raises the formulation of problems
related to legal action in cases of criminal sexual violence involving female victims
with disabilities in Yogyakarta City.

This research is a type of field research that is descriptive and analytical in
nature. Data collection was conducted through interviews with the Yogyakarta City
Police Resort, the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and
Children in Yogyakarta City, and the Pundong Integrated Rehabilitation Center for
Persons with Disabilities. The approach used in this research is the Juridical-
Empirical approach. The theory used in this research is the theory of law
enforcement.

Based on the research findings and analysis, the conclusion is drawn that
the reasons why law enforcement in cases of sexual violence against disabled
women in Yogyakarta does not reach the court are as follows firstly, there is a
broken chain of legal process within the police force. This is evident from the
suboptimal law enforcement carried out by the Yogyakarta City Police Resort
(Polresta Yogyakarta). This condition is due to the police's lack of understanding
regarding victims who are persons with disabilities. Polresta also lacks specific
methods or approaches to enforce cases of sexual violence against women with
disabilities.Secondly, there is the factor of public perception that the legal process
is lengthy and drawn-out. Consequently, the public prefers not to report cases to
the legal system. This further complicates law enforcement efforts by Polresta
Yogyakarta.

Keywords: Sexual Violence, Women with Disabilities, Law Enforcement
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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya

bersama kesulitan itu ada kemudahan”

“Allah has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it

takes a lot of faith, but it’s a worth the wait.”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak pidana berupa perbuatan
merendahkan, menghina, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat
seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan
dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu
memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi
kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada
penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.! Menurut Komnas Perempuan,
terdapat beberapa jenis kekerasan seksual diantaranya yaitu perkosaan,
intimidasi seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, perbudakan
seksual, dan pemaksaan perkawinan. Sedangkan jenis kekerasan seksual yang
sering terjadi pada perempuan disabilitas yaitu perkosaan, persetubuhan,
pencabulan, dan pelecehan seksual.

Penyandang disabilitas merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan
diskriminasi karena pada perempuan dengan disabilitas, diskriminasi menjadi
tindakan yang berlapis karena mengakibatkan diskriminasi atas gendernya
sebagai seorang perempuan dan diskriminasi atas kondisinya sebagai seorang

penyandang disabilitas. Disabilitas (disability) adalah mereka yang memiliki

! Bratadewa Bima Bayusuta, dkk., “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan
Nasional, Vol. 1, No. 1, (2022), him.41.



keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu yang
lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat
menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat
berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.?

Menurut World Report on Disability, sebesar 19% perempuan di dunia
merupakan seorang penyandang disabilitas, sedangkan disabilitas pada laki-laki
hanya sebesar 12%. Perempuan dengan disabilitas memiliki dua hingga empat
kali lebih banyak kemungkinan untuk mengalami kekerasan dibandingkan
dengan perempuan non disabilitas.> Dengan adanya hal tersebut maka
sepanjang hidupnya, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas
menghadapi berbagai macam diskriminasi yang terjadi karena hambatan
individu karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, dan mental mereka. Dalam
hal ini, perempuan penyandang disabilitas dapat mengalami diskriminasi ganda
bahkan multi.

Menurut hasil pernyataan ditemukan bahwa kasus tindak pidana kekerasan
seksual yang terjadi di Indonesia pada 2 (dua) tahun ke belakang masih cukup
banyak ditemukan, terutama dengan korban disabilitas. Data yang diperoleh
dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mencatat adanya 87

kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Kekerasan seksual

2 Akhmad Soleh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi
(Yogyakarta: LKIS, 2016), hlm. 22.

3 Laili Nur Anisah, dkk., “Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas
Tahun 20227, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), 2022, hlm. 10.



berupa pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual yang tercatat sebagai
kasus terbanyak yakni sebesar 42%.*

Dalam Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Sentra
Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) juga disebutkan data yang
terlapor pada 12 provinsi di Indonesia termasuk Yogyakarta sepanjang tahun
2022, bahwa telah ditemukan 81 kasus Kekerasan Berbasis Gender dan
Disabilitas (KBGD).> Sementara itu, di Yogyakarta sendiri jumlah kasus
kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas antara tahun 2014
hingga 2019 berjumlah 102 kasus, namun hanya 14 kasus yang diproses hukum
dan pelakunya dijatuhi hukuman.®

Rumah Cakap Bermartabat (RCB) SAPDA juga menyebutkan bahwa pada
tahun 2021 telah menangani kasus mengenai kekerasan seksual dengan korban
perempuan penyandang disabilitas yaitu kekerasan berbasis disabilitas
sebanyak 4 kasus dan perkosaan/persetubuhan sebanyak 2 kasus.” Sedangkan
kasus tertinggi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada Januari-

Juni 2022 juga terjadi di Kota Yogyakarta yaitu tercatat terdapat sebanyak 257

4 Alimatul Qibtiyah, Maria Ulfah Anshor, dkk., Modul Kesehatan Reproduksi dan Anti
Kekerasan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022),
hlm.3.

5 Media SAPDA, “Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas
Tahun  2022:  Akomodasi  yang  Layak, Antara  Angka dan  Realita”,
https://sapdajogja.org/2023/07/pers-rilis-launching-catahu-kbgd-2022/, diakses pada Senin, 18

September 2023.
® Pito Agustin Rudiana, “5 Tahun, 144 Kasus Kekerasan pada Perempuan Difabel di
Yogyakarta”, https://difabel.tempo.co/read/1278961/5-tahun-144-kasus-kekerasan-pada-

perempuan-difabel-di-yogyakarta, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2023.
" Tim RCB & WDCC SAPDA Yogyakarta, “Catatan Tahunan Rumah Cakap Bermartabat
SAPDA 20217, Aaustralia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Februari 2022.



kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian disusul oleh
Kabupaten Bantul sebanyak 169 kasus.®

Kekerasan seksual pada disabilitas di Indonesia diatur melalui hukum
positif. Pada tahun 2022 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang
memfokuskan pada upaya korban agar mendapatkan keadilan dan perlindungan
serta para penegak hukum juga memiliki legal standing. Undang-undang
tersebut terfokus untuk membedakan antara kepentingan publik dan
kepentingan pribadi, sedangkan substansi dalam undang-undang tersebut
memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani,
melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan
merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada
korban dengan disabilitas. Walaupun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, namun
masih terdapat beberapa kasus kekerasan seksual pada disabilitas yang belum
terselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta terkait kekerasan
seksual dengan disabilitas yang tidak dilaporkan yaitu seperti kasus yang
menimpa korban dengan inisial AN. Korban merupakan seorang perempuan

disabilitas tunanetra yang mengalami kekerasan seksual di sekolah. Namun AN

8 Neti Istimewa Rukmana, “DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan pada Perempuan
dan Anak di DI Yogyakarta”, https://jogja.tribunnews.com/amp/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-
ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta, diakses pada Selasa, 24
Oktober 2023.



memilih tidak melaporkan kasus itu karena ketakutan, sedangkan pelakunya
merupakan salah seorang pegawai sekolah yang memiliki hubungan erat dengan
pendiri sekolah. Hal tersebut menimbulkan trauma berkepanjangan yang
dialami oleh korban.®

Terdapat kasus kekerasan seksual lain yang terjadi di Kota Yogyakarta yang
menimpa anak perempuan dengan disabilitas berupa pemerkosaan. Pelaku juga
mengancam akan melakukan pembunuhan kepada korban jika menolak
ajakannya. Kasus tersebut ditangani oleh Polresta Yogyakarta dan telah masuk
ke tahap penyidikan serta telah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun
pelaku melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk ke
dalam daftar pencarian orang (DPO).1°

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian terhadap penindakan
hukum yang dilakukan oleh struktur hukum yang dalam hal ini merupakan
kepolisian sebagai garda terdepan dalam penindakan hukum setelah terjadinya
tindak pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat sebagai karya
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENINDAKAN HUKUM
KASUS KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KORBAN PEREMPUAN

DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA”.

® Wawancara dengan Arif, Mahasiswa Tunanetra, Yogyakarta, 25 September 2023.

10 Hendro Setyanto Baskoro, “Polisi Buru Tersangka Pelecehan Seksual Anak Penyandang
Disabilitas di Yogyakarta”, https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/428375/polisi-buru-
tersangka-pelecehan-seksual-anak-penyandang-disabilitas-di-yogyakarta, diakses pada 20
Oktober 2023.


https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/428375/polisi-buru-tersangka-pelecehan-seksual-anak-penyandang-disabilitas-di-yogyakarta
https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/428375/polisi-buru-tersangka-pelecehan-seksual-anak-penyandang-disabilitas-di-yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum terkait kasus kekerasan seksual dengan korban

perempuan disabilitas?

2. Bagaimana penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban

perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka

Penulis memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1)

2)

&

Untuk mendiskripsikan kebijakan hukum terkait kasus kekerasan
seksual dengan korban perempuan disabilitas.

Untuk mendiskripsikan penindakan hukum kasus kekerasan seksual
dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh

adalah sebagai berikut :

a.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta
sumbangsih pemikiran serta wawasan di bidang ilmu hukum Pidana
khususnya di bidang proses penindakan hukum mengenai kasus

kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas.



b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan terhadap aparat
penegak hukum sebagai aparat yang terjun langsung dalam penanganan
kasus kekerasan seksual khususnya terhadap pelaku kekerasan seksual
dengan korban disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan mampu
menjadi gambaran atau referensi terhadap mahasiswa hukum khususnya
hukum pidana yang akan mengembangkan lebih lanjut mengenai kasus
kekerasan seksual dengan korban disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang membahas
topik atau tema penelitian yang memiliki substansi yang sama, khususnya karya
tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis lain yang
merupakan hasil penelitian. Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap
penelitian yang telah ada, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-
penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai
tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan disabilitas yang kemudian
penulis mengelompokkannya menjadi 2 (dua). Pertama, terkait penegakan
hukum terhadap pelaku. Kedua, terkait hambatan dalam proses penegakan
hukum pada kasus kekerasan seksual dengan korban disabilitas.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual
pada perempuan disabilitas lebih memfokuskan pembahasannya mengenai
aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Jenis penelitian pada kelompok

pertama ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis



normatif, yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan
terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada
perempuan disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Fredrick Immanuel Novyandi Samosir dengan judul “Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Wanita Penyandang Disabilitas” dan
Dionysius Calvin Sulistio dengan judul “Pemberatan Pidana dalam Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”,'* membuktikan
bahwa walaupun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 namun pelaku kasus kekerasan seksual pada disabilitas masih
banyak yang belum mendapatkan sanksi yang tepat, berkaitan dengan hal
tersebut langkah yang dapat dilakukan seperti membentuk unit PPD yang
memiliki fungsi yang sama seperti PPA namun terfokus pada penyandang
disabilitas, hal tersebut dilakukan demi memenuhi hak-hak para korban serta
seharusnya sanksi pidana yang diberikan lebih memerhatikan dari sisi korban.

Mengenai hasil penelitian pada kelompok yang selanjutnya terkait
hambatan dalam proses penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual dengan
korban disabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Ryas Ihza At
Thorig'? dan Khaerun Istigomah®® membuktikan bahwa terdapat beberapa

faktor yang dapat menghambat dalam proses penegakan hukum pada

1 Dionysius Calvin Sulistio, “Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap Penyandang Disabilitas”, Jurnal Mimbar Keadilan , Vol. 16 Nomor 2, (2023), hlm.
181.

12 M. Ryas Thza At Thoriq, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
pada Perempuan Disabilitas Mental (Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat),
Skripsi, Universitas Bandar Lampung, (2023).

13 Khaerun Istiqgomah, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang
Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Skripsi, Universitas Bosowa.



perempuan disabilitas yaitu seperti faktor individu dari korban itu sendiri mulai
dari tidak melawan, tidak memahami situasi dan akibat, serta tidak memahami
hak yang dimiliki. Selain itu korban juga dianggap tidak konsisten dalam
menceritakan kronologisnya yang berakibat pihak aparat hukum sering
kebingungan dan kesal dengan kesaksiannya dan kemudian juga faktor
anggaran, masyarakat, dan sumber daya manusia seperti sulitnya Kepolisian
dalam menemukan seorang saksi kekerasan seksual pada penyandang
disabilitas juga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah
dipaparkan oleh penulis diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis
terletak pada faktor penyebab dan objek penelitiannya. Setelah penulis
memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan
penelitian yang membahas mengenai penindakan hukum terhadap kasus
kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.
Selain itu, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terfokus pada
pembahasan terkait faktor penyebab penindakan hukum kasus kekerasan
seksual pada disabilitas tidak sampai di pengadilan, baik kasus yang telah
dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis juga akan mengkaji lebih dalam
terkait sisi penegak hukumnya. Mengenai hal ini, penulis mengkaji aparat
penegak hukum yang merupakan garda terdepan dalam melakukan penindakan
hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan

disabilitas.
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Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk melengkapi kekosongan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menitikberatkan pada
penindakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual pada perempuan
disabilitas di Kota Yogyakarta. Selain itu juga akan mengkaji terkait kebijakan

hukum terkait kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan serangkaian konsep yang berkaitan serta memiliki tujuan
untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.'* Dalam
melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan teori yang digunakan untuk
mempertajam analisis dan mendukung keakuratan mengenai hasil dari
penelitian penyusun. Teori yang digunakan penulis untuk melakukan kajian dan
analisis dalam penelitian ini yaitu:
1. Teori Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah
serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup.!® Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang

14 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2008), hlm. 141.

15 Soerjono Soekantor, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
UI Press, 1983), hlm. 35.



11

yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-
masing menurut aturan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang
diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa,
dan diakhiri dengan proses pemasyarakatan terpidana.'® Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keinginan
hukum agar dapat menjadi kenyataan. Selain itu, teori penegakan hukum
juga digunakan sebagai dasar aparat penegak hukum (APH) dalam
melakukan penindakan hukum untuk menangani suatu kasus atau tindak
pidana.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
menurut Soerjono Soekanto, faktor tersebut diantaranya yaitu faktor hukum,
penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta faktor kebudayaan.’
Kelima faktor tersebut saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya
juga merupakan tolok ukur untuk menentukan bahwa suatu penegakan
hukum efektif untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan adanya suatu
penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi
dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak serta

kewajiban asasi masyarakat dalam penegakan hukum, tegaknya keadilan,

16 Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,
1990), hlm. 58.

17 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo, 2007), hlm.5.
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ketertiban hukum, kepastian hukum, dan terbentuknya sikap dan perilaku
yang taat kepada hukum.8

Berkaitan dengan penelitian penulis, teori tersebut memiliki
keterkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu mengenai penindakan
hukum. Dalam proses penindakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual
dengan korban perempuan disabilitas tidak terlepas dari adanya penegakan
hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan. Maka teori
tersebut digunakan untuk menjadi pisau analisis dalam menganalisis upaya
penanganan melalui proses penindakan hukum pidana yang dilakukan
aparat penegak hukum (APH) berdasarkan peraturan Perundang-undangan
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan korban perempuan

disabilitas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan Penulis dalam penyusunan skripsi
ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu merupakan suatu
metode penelitian hukum berdasarkan fakta yang diperoleh melalui
wawancara yang dilakukan dengan wawancara terhadap seorang
informan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, Balai Rehabilitasi Terpadu

Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, dan penyidik dari Unit PPA

18 Padmo Wahyono, dkk., Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1997), him.31.
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Satreskrim  Polresta  Yogyakarta untuk  memperolen data,
menggambarkan keadaan, serta fenomena yang lebih jelas.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitis. Pada kaitannya, sifat penelitian ini digunakan penulis
dalam menganalisis serta memaparkan data yang telah diperoleh
mengenai proses penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan
korban perempuan disabilitas yang terjadi di Kota Yogyakarta. Fokus
dari penelitian deskriptif adalah pemecahan masalah secara aktual
sesuai dengan yang terjadi pada saat dilaksanakannya penelitian
tersebut.’® Penelitian deskriptif ini menguraikan hasil penelitian
mengenai penerapan hukum pada pelaku kekerasan seksual pada
perempuan disabilitas serta menganalisis sesuai dengan teori yang
digunakan penulis.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan
yuridis-empiris yang mana lebih fokus pada penelitian lapangan yang
mengkaji berbagai peraturan hukum kemudian menggabungkannya
dengan fakta dan perilaku yang diamati di dalam masyarakat.?’ Dalam
hal ini, penulis akan mengamati serta menganalisis terkait penindakan

hukum terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005), hlm. 93.

20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
83.
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disabilitas yang kemudian dianalisis menggunakan beberapa
perundang-undangan yang berlaku.
4. Sumber Data

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui
informan yang berasal dari hasil wawancara dan observasi.?* Dalam
melakukan wawancara, pertanyaan akan disusun secara sistematik
sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara
dilakukan dengan Ibu Andriana Dwi Asanti, S.E. Selaku Kepala Sub
Bagian Tata Usaha UPT PPA Kota Yogyakarta, Ibu Sinar Mahadini,
S.H. selaku Konselor Hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, lbu
Rohma Widyasih selaku Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu
Penyandang Disabilitas Pundong, Ipda Apri Sawitri, S.H. selaku
Kanit PPA dan Ipda Sri Devy selaku Kasubnit PPA Satreskrim
Polresta Yogyakarta.

Hal tersebut dilakukan karena ketiga instansi maupun
lembaga tersebut berkaitan dengan proses penindakan hukum kasus
mengenai kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang
disabilitas yang terjadi di Kota Yogyakarta, selain itu wawancara
juga akan dilakukan dengan informan lain yang mendukung

perolehan data primer ini.

2L Ibid, hlm. 89.
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b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan
untuk melengkapi data primer. Teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan maupun
mendokumentasikan buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan
dokumen lain yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier.?? Penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan
hukum penelitian, yaitu sebagai berikut sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki
otoritas serta mengikat.?®> Dalam penelitian ini Penulis
menggunakan data primer yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (KUHP);
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
d) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities

(Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas);

22 Ibid, hlm. 101.
23 Peter Mahmud Marzuki, hlm. 181.
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e) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas;
f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak
mengikat.?* Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu buku-
buku serta jurnal hukum.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat rujukan
atau petunjuk yang dapat memperkuat penjelasan bahan hukum
yang sebelumnya. Dalam penelitian Penulis menggunakan
kamus dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis, digunakan teknik
sebagai berikut :
a. Pengamatan (Observasi)
Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari serta
memahami keadaan yang ada dalam masyarakat.® Dalam
pengamatan, yang diamati adalah perubahan serta perkembangan

fenomena hukum di masyarakat. Dalam observasi, data yang

24 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), hlm. 67.
%5 Muhaimin, hlm. 91.
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diperoleh didapatkan dari pengamatan terhadap perilaku dan
tindakan orang-orang, serta juga interaksi interpersonal yang
merupakan bagian dari perilaku hukum manusia. Tujuan dari adanya
observasi ini adalah untuk mendapatkan informasi rinci mengenai
sejumlah kasus dan orang.

b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, serta
pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematik, jelas, dan
terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam tema
penelitian ini.?® Informan untuk mendapatkan data serta informasi
terkait penelitian ini yaitu mencakup aparat penegak hukum, pekerja
balai rehabilitasi korban, stakeholders, serta masyarakat yang terkait
dengan kasus tersebut. Tujuan dari adanya wawancara adalah untuk
memperoleh informasi yang akurat dari sumber yang telah
ditetapkan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan digunakan dengan melakukan analisis serta
mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-
data berupa kepustakaan lainnya.

d. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk

mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi. Dokumen

% Jbid, hlm. 95.
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merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.?” Dokumen yang

digunakan peneliti disini berupa pengambilan gambar dan/atau

rekaman suara.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan
menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif
adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data
penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu
penelitian.® Dalam penelitian ini bahwa data yang terkumpul
didasarkan pada penindakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan
seksual pada perempuan disabilitas berdasarkan beberapa undang-
undang yang telah disebutkan di atas serta menggunakan metode
penelitian  penulis yaitu penegakan hukum, vyang kemudian
dibandingkan dengan proses penindakan hukum terhadap kasus
kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota

Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang akan digunakan adalah
penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab yang akan diuraikan

menjadi beberapa sub bab, diantaranya yaitu:

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta, 2012), him, 240.
28 Muhaimin, hlm. 92.
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Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan
mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian,
telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta menjelaskan mengenai
sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan tentang penindakan hukum terhadap kasus
kekerasan seksual pada perempuan disabilitas yang terdiri dari Pertama,
tinjauan terhadap penindakan hukum pidana yang memuat terkait hukum
pidana, penegakan hukum, dan pemidanaan. Kedua, tinjauan umum terkait
penyandang disabilitas yang memuat pengertian dari penyandang disabilitas,
jenis disabilitas, dan undang-undang terkait penyandang disabilitas. Ketiga,
terkait pemerintah dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan
seksual.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai proses penindakan hukum
terhadap kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas di Kota
Yogyakarta.

Bab keempat berisi pemaparan hasil mengenai analisis kebijakan dan
penegakan hukum terkait penindakan kasus kekerasan seksual dengan korban
perempuan disabilitas di Kota Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang mana
merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat di penelitian ini serta

saran sebagai rekomendasi penelitian berkelanjutan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Telah terdapat beberapa kebijakan hukum yaitu undang-undang yang
mengatur terkait hak-hak perempuan penyandang disabilitas maupun terkait
hukuman pidana dalam kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan
disabilitas. Tetapi dalam implementasinya masih banyak ditemukan
terdapat penindakan hukum kasus kekerasan seksual dengan korban
perempuan disabilitas yang belum dijalankan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.

2. Penindakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap
kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan disabilitas kurang
maksimal. Hal tersebut mengakibatkan terputusnya proses rantai hukum di
kepolisian = sehingga = penindakan hukum yang dilakukan Polresta
Yogyakarta hanya berhenti pada tahap penyidikan dan tidak dilanjutkan
hingga tahap penuntutan maupun persidangan di pengadilan. Kondisi ini
dikarenakan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh kepolisian
mengenai korban yang merupakan penyandang disabilitas. Selain itu,
terdapat penyebab dari faktor masyarakat yang menganggap bahwa proses
hukum merupakan proses yang lama dan berlarut-larut. Sehingga

masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan kasus ke ranah hukum.
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Hal itu mengakibatkan kepolisian semakin sulit untuk menindak kasus

kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di atas, maka
peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan
pertimbangan mengenai proses penindakan hukum kasus kekerasan seksual
dengan korban perempuan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Dalam pelaksanaan suatu penindakan hukum, para aparat penegak
hukum (APH) hendaknya diberikan pelatihan mengenai cara
penindakan hukum kasus dengan korban penyandang disabilitas dengan
menggunakan metode khusus, agar proses penindakan hukum dapat
dilakukan secara optimal.

2. Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, Polresta
Yogyakarta harus secara giat untuk melakukan sosialisasi secara intensif
dengan mengadakan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah-
sekolah khusus untuk penyandang disabilitas seperti sekolah luar biasa
(SLB) yang terdapat di Kota Yogyakarta agar dapat menjangkau ke
tingkat korban kekerasan seksual yang tidak melapor.

3. Polresta sebagai garda terdepan penegakan hukum perlu
mengoptimalkan kinerja serta profesionalitas dalam melakukan
penindakan hukum, serta perlu untuk meningkatkan kesadaran akan

kewenangannya dalam proses penindakan hukum.
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